
 

BUPATI MAMUJU UTARA 
 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA 
NOMOR 12 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2015  

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMUJU UTARA, 
 

Menimbang : a. 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

    

  b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan; 

    

  c. 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan 

Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4270); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4286); 

    



  4. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  tentang  

Pembentukan  Provinsi  Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4422); 

    

  5. 

 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

    

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

    

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

    

  8. 

 

 

Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

    

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5679); 

    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575);  

    

  11. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);  

    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

    



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741; 

    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539);  

    

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ; 

    

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

    

  19. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2091); 

    

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2093); 

    

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara    

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa 

Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara; 

    



  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara    

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju Utara; 

    

  23. 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara    

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

    

  24. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016.    

    

Menetapkan   : 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 

2015 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI KEUANGAN 

DESA  

 

    

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju 

Utara Tahun 2015 Nomor 30) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 

dijabat oleh staf Kantor Desa, dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. penduduk Desa bersangkutan;  

b. berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggungjawab; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. tidak memiliki hubungan sedarah atau hasil perkawinan dengan 

Kepala Desa; 

e. pendidikan minimal tamatan SLTA atau sederajat; 

f. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa; 

g. diutamakan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 

pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa 

(3) Penggantian bendahara desa hanya dapat dilakukan setelah 

pelaksanaan pengelolaan keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran 

terkecuali dengan alasan tertentu dan sangat mendesak. 



(4) Pengusulan penggantian bendahara desa tetap mengikuti mekanisme 

yang berlaku untuk pengangkatan bendahara desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 31 (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 31 

 
(1) Penyaluran anggaran dari RKUD ke Rekening Desa dilakukan setelah 

pemerintah Desa menyerahkan: 

a. berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah 

penyusunan APBDesa tahun berjalan yang dihadiri sekurang-

kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD; 

b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; 

c. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) tahun berjalan; 

d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa tahun sebelumnya; 

e. RPJM Desa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa; 

f. surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran anggaran. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju 

Utara. 

 

 
Ditetapkan di Pasangkayu 
pada tanggal 22 April 2016 
 

BUPATI MAMUJU UTARA, 

              TTD 

 H. AGUS AMBO DJIWA 

 
 

Diundangkan di Pasangkayu 
pada tanggal 22 April 2016 

 
     SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA, 

 

 

           H. M. NATSIR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 


